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MOTTO 

 

"Perceraian mungkin memisahkan dua orang, 

 tetapi hukum yang adil menyatukan hak keduanya."   

John Rawls 

 

Refleksi berdasarkan prinsip keadilan sosial menurut Mahatma Gandhi: “Justice 

that is not rooted in equity is injustice disguised.” 
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ABSTRAK 

 

Tedi Sumaelan, NIM. 50123034. 2025. Problematika Pembagian Harta Gono-Gini 

Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Tanah Sereal Kab. Bogor). Tesis 

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. H. Ali 

Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman M.Sy. 

 

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Teori Keadilan John Rawls, Double Movement 

Fazlur Rahman, KHI Pasal 176, Hukum Positif, Hukum Islam, Norma Adat. 

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di 

Kabupaten Bogor, tidak hanya menunjukkan perubahan sosial yang signifikan, 

tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah 

pembagian harta gono-gini. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bogor, 

terdapat 12.872 kasus perceraian antara tahun 2014 hingga 2025, dan sekitar 70% 

di antaranya diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan 

semakin aktif dalam mengambil keputusan hukum, namun setelah perceraian, 

sering kali muncul ketidakjelasan mengenai hak atas harta bersama. Meskipun 

pembagian harta gono-gini telah diatur dalam Pasal 35–37 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam, implementasinya 

di lapangan sering menemui hambatan, terutama karena minimnya pemahaman 

masyarakat terhadap hukum, dominasi pembuktian berbasis dokumen formal, 

serta adanya intervensi nilai-nilai adat dan keluarga besar. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian, 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan solusi hukum 

yang adil dan kontekstual. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus di 

Kecamatan Tanah Sereal, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan akses 

terhadap keadilan, terutama bagi pihak istri yang tidak memiliki bukti 

kepemilikan formal atas harta yang sebenarnya diperoleh bersama. Selain itu, 

kontribusi non-finansial, seperti pengasuhan anak dan pekerjaan domestik, belum 

banyak diakui dalam proses pembagian harta. Teori Justice as Fairness dari John 

Rawls dan Double Movement dari Fazlur Rahman digunakan untuk menganalisis 

relevansi keadilan substantif dan kontekstual dalam kasus ini. Simpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa harta gono-gini memerlukan 

pendekatan yang tidak hanya legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

sosial, kontribusi riil, serta nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penulis 

merekomendasikan adanya pelatihan bagi mediator yang memahami secara 

menyeluruh ketiga sistem hukum positif, Islam, dan norma adat sehingga perlunya 

reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan substantif berbasis 

maqāṣid al-sharī„ah. 
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ABSTRACT 

 

Tedi Sumaelan, Student ID: 50123034. 2025. “The Problematics of Post-Divorce 

Division of Joint Property (Case Study in Tanah Sereal District, Bogor Regency)”. 

Thesis, Master Program in Islamic Family Law, Postgraduate Program, State 

Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Dr. H. 

Ali Trigiyatno, M.Ag. (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 

Keywords: Joint Property, John Rawls‟s Theory of Justice, Fazlur Rahman‟s 

Double Movement, KHI Article 176, Positive Law, Islamic Law, Customary 

Norms. 

The rising divorce rate in Indonesia, particularly in Bogor Regency, not 

only reflects significant social change but also raises various legal issues, one of 

which is the division of joint property. According to data from the Bogor 

Religious Court, there were 12,872 divorce cases between 2014 and 2025, with 

approximately 70% filed by women. This indicates that women are increasingly 

taking legal initiative in marital dissolution. However, post-divorce, there is often 

ambiguity regarding the rights to jointly acquired assets. Although the division of 

joint property is regulated in Articles 35–37 of Law No. 1 of 1974 on Marriage 

and Articles 85–97 of the Compilation of Islamic Law (KHI), its implementation 

frequently faces obstacles due to the public‟s limited legal understanding, reliance 

on formal documentation for evidence, and the influence of customary values and 

extended family interference. This study aims to analyze the process of joint 

property division after divorce, identify the key inhibiting factors, and formulate 

fair and contextual legal solutions. 

Using a qualitative approach and case study method in Tanah Sereal 

District, data were collected through interviews, observations, and document 

analysis. The findings reveal a disparity in access to justice, particularly for ex-

wives who lack formal ownership documentation for assets that were jointly 

acquired. Additionally, non-financial contributions, such as childcare and 

domestic work, are largely unrecognized in asset division processes. John Rawls‟s 

(Justice as Fairness) theory and Fazlur Rahman‟s (Double Movement) are applied 

to assess the relevance of substantive and contextual justice in this case. The study 

concludes that resolving disputes over joint property requires an approach that 

goes beyond formal legal procedures, incorporating social factors, actual 

contributions, and Islamic justice values. The researcher recommends training for 

mediators who possess a comprehensive understanding of positive law, Islamic 

law, and customary norms, as well as a reform of family law oriented toward 

substantive justice based on (maqāṣid al-sharī„ah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya di Kabupaten 

Bogor, mencerminkan fenomena sosial yang signifikan. Berdasarkan data dari 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), antara tahun 

2014 hingga 2025, Pengadilan Agama Bogor mencatat sebanyak 12.872 kasus 

perceraian, di mana sekitar 70% dari kasus tersebut diajukan oleh pihak istri. 

Ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengambil inisiatif untuk 

mengakhiri pernikahan mereka (SIPP 2024). 

Di Kecamatan Tanah Sereal, tren serupa juga terlihat dengan ratusan 

kasus perceraian yang tercatat setiap tahunnya di Pengadilan Agama 

Cibinong. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2024 

menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat, mencerminkan 

tantangan yang dihadapi oleh banyak pasangan dalam mempertahankan 

hubungan mereka (SIPP 2024). 

Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika 

sosial, ekonomi, dan budaya yang berubah di masyarakat Indonesia. 

Masyarakat yang semakin terbuka terhadap perceraian sebagai solusi atas 

masalah dalam pernikahan mungkin berkontribusi pada peningkatan angka 

ini. 

Salah satu persoalan yang sering muncul pasca perceraian adalah 

pembagian harta gono-gini, yakni harta bersama yang diperoleh selama masa 

pernikahan. Secara hukum, pembagian harta gono-gini diatur dalam Pasal 35-

37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 85-

97 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pelaksanaannya sering kali menemui 

berbagai kendala. Misalnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

ketentuan hukum tersebut menyebabkan ketidaksepakatan antara pasangan 

yang bercerai, terutama dalam menentukan aset mana yang termasuk harta 
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bersama (Komaruddin Hidayat, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2020) 

(Ongky Alexander 2019). 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan mantan pasangan suami 

istri di Kecamatan Tanah Sereal, beberapa pasangan mengaku kebingungan 

mengenai proses pembagian harta. Salah satu narasumber, seorang mantan 

istri berusia 34 tahun, menyatakan bahwa ia merasa dirugikan karena tidak 

mendapatkan bagian dari aset yang dibeli selama pernikahan dengan alasan 

nama kepemilikan hanya tercatat atas nama mantan suaminya(Rita 2024). 

Pengacara yang menangani kasus ini menyebut bahwa kendala sering kali 

muncul akibat kurangnya dokumentasi yang jelas dan adanya persepsi bahwa 

kepemilikan berdasarkan nama adalah mutlak. 

Dari sisi hukum, seorang hakim Pengadilan Agama Cibinong yang 

diwawancarai mengungkapkan bahwa sekitar 60% kasus pembagian harta 

gono-gini di pengadilan melibatkan perselisihan tentang penilaian nilai aset 

atau keberadaan aset yang disengketakan. Hal ini sering diperparah oleh 

konflik antara hukum positif dan norma adat lokal. Sebagai contoh, dalam 

beberapa kasus di Tanah Sereal, keluarga besar dari salah satu pihak sering 

kali terlibat dalam upaya mempengaruhi proses pembagian aset(Hakim 2024). 

Permasalahan ini menunjukkan kompleksitas pembagian harta gono-gini 

yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan 

faktor sosial, budaya, dan emosional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

yang menyeluruh untuk memahami dan menyelesaikan problematika ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis proses pembagian harta gono-gini 

pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal. Mengidentifikasi faktor 

penghambat dalam pembagian harta gono-gini. Dan merumuskan solusi 

hukum yang adil dan sesuai dengan konteks hukum positif, hukum Islam, dan 

norma adat setempat. 

Dengan mengacu pada studi-studi sebelumnya serta wawancara dengan 

para pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam menyelesaikan problematika pembagian harta gono-gini secara adil 

dan berkeadilan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah 

utama terkait pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan 

Tanah Sereal dapat diidentifikasi bahwa; Satu, adanya ketidaksepakatan 

dalam Penentuan Aset yang Termasuk Harta Gono-Gini. Banyak pasangan 

yang bercerai tidak sepakat mengenai aset mana saja yang termasuk dalam 

kategori harta bersama. Misalnya, ada aset yang diperoleh selama pernikahan 

tetapi didaftarkan atas nama salah satu pihak sehingga sering kali 

dipersepsikan sebagai harta pribadi. Minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap definisi harta gono-gini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam 

memperparah konflik ini(Z. Muttaqin 2020). 

Dua, sulitnya Menentukan Nilai dan Pembagian Aset secara Adil. 

Beberapa kasus menunjukkan adanya kesulitan dalam menilai aset yang 

bersifat non-likuid, seperti rumah atau tanah, terutama jika nilai aset tersebut 

berubah secara signifikan sejak diperoleh. Ketidakseimbangan kontribusi 

finansial maupun non-finansial antara pasangan selama pernikahan juga 

memicu perdebatan mengenai proporsi pembagian(Seri Mughni Sulubara 

2024). 

Tiga, hambatan dalam Proses Hukum dan Administrasi. Sebagian besar 

pasangan di Kecamatan Tanah Sereal merasa enggan membawa kasus 

pembagian harta ke pengadilan karena proses yang panjang, biaya yang 

tinggi, serta stigma sosial yang melekat. Rendahnya akses terhadap bantuan 

hukum, terutama bagi pihak yang kurang mampu, menghambat penyelesaian 

sengketa melalui jalur hukum(A. Ubaidillah 2022). 

Empat, konflik antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan Norma Adat. 

Dalam beberapa kasus, norma adat setempat yang cenderung patriarkal 

menyebabkan pembagian aset lebih menguntungkan pihak suami, meskipun 

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif. 

Adanya tumpang tindih antara aturan adat dan hukum formal menciptakan 

ambiguitas dalam penyelesaian sengketa(N. AgusSyamsuddin 2010). 
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Lima, keterlibatan Pihak Ketiga yang Memperumit Proses. Campur 

tangan keluarga besar sering kali memperburuk konflik, baik dengan 

mempengaruhi keputusan pasangan maupun dengan menambah tekanan 

sosial terhadap salah satu pihak. Peran mediator atau pihak ketiga yang 

kurang profesional dan tidak netral juga menjadi kendala dalam proses 

negosiasi atau mediasi pembagian harta. 

Enam, kurangnya Pemahaman tentang Mediasi sebagai Alternatif 

Penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kurang 

dimanfaatkan karena minimnya informasi dan sosialisasi tentang manfaat 

serta prosedurnya. Dalam beberapa wawancara, narasumber mengungkapkan 

bahwa mediasi sering gagal karena tidak adanya kepercayaan antara kedua 

pihak. 

Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa problematika pembagian 

harta gono-gini di Kecamatan Tanah Sereal bukan hanya persoalan hukum, 

tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi yang komprehensif dan 

aplikatif. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian di 

Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor? 

b. Apa solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan problematika 

pembagian harta gono-gini secara adil berdasarkan hukum positif, hukum 

Islam, dan norma adat yang berlaku di Kecamatan Tanah Sereal 

Kabupaten Bogor? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis proses pembagian harta gono-gini pasca perceraian di 

Kecamatan Tanah Sereal Kabupaten Bogor, termasuk mekanisme yang 

digunakan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. 
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b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

pembagian harta gono-gini pasca perceraian, baik dari aspek hukum 

positif, hukum Islam, maupun norma adat setempat. 

c. Merumuskan solusi dan rekomendasi praktis untuk menyelesaikan 

problematika pembagian harta gono-gini secara adil dan berkeadilan, 

dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif, hukum Islam, dan 

nilai-nilai adat yang relevan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah literatur ilmiah terkait studi hukum keluarga, khususnya 

dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian. 

2) Menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk 

memahami kompleksitas pembagian harta gono-gini dengan 

mengintegrasikan hukum positif, hukum Islam, dan norma adat. 

3) Memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum 

keluarga Islam di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi pasangan yang bercerai: Penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembagian 

harta gono-gini sesuai hukum yang berlaku. 

2) Bagi praktisi hukum: Penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi 

pengacara, mediator, dan hakim dalam menangani kasus pembagian 

harta gono-gini secara adil dan efisien. 

3) Bagi lembaga pengadilan: Penelitian ini diharapkan membantu dalam 

menyusun kebijakan atau prosedur yang lebih efektif untuk 

menyelesaikan sengketa harta gono-gini. 

4) Bagi masyarakat umum: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

hukum, khususnya mengenai pentingnya memahami ketentuan hukum 

terkait harta bersama. 
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c. Manfaat Kebijakan 

1) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait 

untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta gono-

gini, seperti melalui sosialisasi hukum atau pengembangan mekanisme 

mediasi yang lebih inklusif. 

2) Menginspirasi pembentukan regulasi tambahan atau revisi kebijakan 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Ini merupakan rangkuman temuan utama dalam penelitian mengenai 

pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan Tanah Sereal, 

Kabupaten Bogor. Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga perspektif utama, 

yaitu hukum positif, hukum Islam, dan norma adat, yang kemudian dikaitkan 

dengan Teori Keadilan John Rawls, Teori Double Movement Fazlur Rahman, 

serta Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga pendekatan ini 

digunakan untuk menilai kesesuaian dan keadilan dalam praktik pembagian harta 

bersama. Meskipun secara normatif hukum telah memberikan panduan yang 

cukup jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang disebabkan 

oleh faktor budaya dan persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam pembagian 

harta (J. (1971). Rawls 1971). 

7.1 Proses Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian 

Dalam hukum positif, ketentuan mengenai pembagian harta gono-gini 

diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974, yang menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi secara adil, 

dengan prinsip 50:50, kecuali terdapat perjanjian lain yang disepakati kedua 

belah pihak (UUD No.1 1974). Namun, dalam realitas di lapangan, banyak 

kasus yang menemui hambatan, seperti kesulitan dalam pembuktian 

kepemilikan harta, sengketa mengenai kontribusi ekonomi pasangan dalam 

rumah tangga, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Dalam 

hukum Islam, KHI Pasal 176 juga menetapkan hak suami dan istri atas 

setengah dari harta bersama, tetapi dalam praktiknya, pertimbangan keadilan 

sering kali menyebabkan variasi dalam pembagian berdasarkan kontribusi 

masing-masing pasangan (KHI Pasal 176 n.d.). Hal ini sejalan dengan 

pendekatan ijtihadiyah dalam fikih, di mana pembagian harta dapat 

disesuaikan dengan keadilan substantif yang memperhitungkan faktor 

ekonomi dan sosial kedua belah pihak. 
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Sementara itu, dalam norma adat, sistem pembagian harta gono-gini 

masih dipengaruhi oleh tradisi patriarki, sehingga dalam beberapa kasus 

suami lebih diuntungkan dibandingkan istri (Koentjaraningrat 2009). 

Beberapa komunitas adat tetap menyelesaikan perkara ini melalui 

musyawarah keluarga, yang sering kali lebih mengedepankan kesepakatan 

kolektif dibandingkan prinsip keadilan individual, khususnya bagi 

perempuan. Teori Double Movement Fazlur Rahman dapat menjadi solusi 

dalam rekonstruksi norma adat ini, dengan mempertahankan nilai-nilai yang 

selaras dengan prinsip keadilan dan menghilangkan praktik yang merugikan 

pihak tertentu (Rahman 1982). Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif, 

hukum Islam, dan norma adat diperlukan untuk memastikan keadilan yang 

lebih merata, dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat. 

 

7.2 Solusi Penyelesaian Problematika Pembagian Harta Gono-Gini 

Dalam pendekatan hukum positif, salah satu solusi utama adalah 

mendorong perjanjian pranikah dan kesepakatan tertulis sebagai bentuk 

preventif dalam mengatur kepemilikan harta Bersama (UUD No.1 1974). Hal 

ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, 

sehingga ketika terjadi perceraian, pembagian harta dapat dilakukan dengan 

lebih jelas dan adil. Selain itu, optimalisasi mediasi sebelum kasus masuk ke 

pengadilan juga diperlukan agar penyelesaian dapat dilakukan secara damai 

dan menghindari konflik yang lebih besar (M. Yahya Harahap 2016). 

Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesulitan dalam pembuktian 

kontribusi istri dalam rumah tangga, terutama bagi perempuan yang tidak 

bekerja di sektor publik. Oleh karena itu, reformasi regulasi terkait 

mekanisme pembuktian kontribusi istri, baik secara ekonomi maupun non-

ekonomi, menjadi urgensi dalam menciptakan keadilan dalam pembagian 

harta gono-gini (Nurul Huda 2022). 

Dari perspektif hukum Islam, konsep Double Movement Fazlur 

Rahman dapat digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas 

sosial modern, di mana peran perempuan dalam rumah tangga semakin 
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kompleks (Rahman 1982). Dengan pendekatan ijtihad kontekstual, kontribusi 

perempuan dalam kerja domestic seperti mengurus rumah tangga dan 

mendukung ekonomi keluarga secara tidak langsung harus diakui sebagai 

bagian dari perolehan harta Bersama (Amina Wadud 1999). Sementara itu, 

dalam pendekatan norma adat, perlu ada rekonstruksi norma adat agar lebih 

inklusif dan adil, terutama bagi perempuan yang sering kali mendapatkan 

bagian yang lebih kecil dalam sistem patriarki (Koentjaraningrat 2009). 

Salah satu langkah strategisnya adalah meningkatkan peran tokoh adat dan 

mediator adat dalam menyelesaikan sengketa dengan lebih objektif dan tidak 

hanya berdasarkan tradisi turun-temurun. Selain itu, peningkatan literasi 

hukum di kalangan masyarakat adat, khususnya bagi perempuan, menjadi 

aspek penting agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dalam 

pembagian harta gono-gini dan tidak sepenuhnya bergantung pada aturan 

adat yang bisa bersifat diskriminatif (Lilik Mulyadi 2018). 

 

7.3 Saran Praktis 

Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dalam pembagian 

harta gono-gini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri perlu 

meningkatkan peran lembaga mediasi sebagai solusi alternatif sebelum 

perkara masuk ke ranah litigasi (Peraturan Mahkamah Agung 2016). Mediasi 

dapat membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang lebih adil tanpa 

harus melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Selain itu, 

fasilitasi konsultasi hukum gratis bagi perempuan yang terlibat dalam 

sengketa harta gono-gini menjadi langkah penting dalam memastikan akses 

keadilan bagi semua pihak (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 2021). 

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi istri, pengadilan juga perlu 

mengakomodasi bukti kontribusi non-materiil istri, seperti pengelolaan 

rumah tangga dan peran dalam mendukung ekonomi keluarga, sebagai 

bagian dari pertimbangan dalam putusan hukum (Mardani 2015). Langkah 

ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang diusung dalam berbagai 

teori hukum Islam dan hukum positif. 
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Sementara itu, bagi pasangan suami istri, langkah preventif dapat 

dilakukan dengan membuat perjanjian pranikah atau pascanikah, yang secara 

hukum dapat memperjelas kepemilikan harta bersama dan mengurangi 

potensi sengketa di kemudian hari (UUD No.1 1974). Kesadaran tentang 

keadilan dalam pernikahan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, juga perlu 

ditingkatkan agar pasangan dapat membangun rumah tangga yang harmonis 

dan berbasis keadilan (Yusuf Qardhawi 1995). Dalam konteks masyarakat 

adat, edukasi menjadi kunci dalam memperbaiki norma-norma yang tidak 

adil terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah 

praktik adat yang diskriminatif terhadap perempuan dalam pembagian harta 

gono-gini, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang positif, seperti 

musyawarah dan penyelesaian berbasis kekeluargaan (Koentjaraningrat 

2009). 

 

7.4 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Dalam rangka memperkaya kajian mengenai pembagian harta gono-

gini, penelitian di masa depan perlu menggali lebih dalam penerapan teori 

keadilan gender dalam berbagai konteks hukum adat yang berbeda di 

Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik hukum adat yang unik, 

sehingga penting untuk memahami bagaimana norma adat berinteraksi 

dengan hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan hak kepemilikan 

setelah perceraian (Ratno Lukito 2013). Selain itu, studi perbandingan antara 

hukum Islam di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya, seperti 

Malaysia dan Mesir, dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan 

interpretasi dan implementasi hukum keluarga di berbagai sistem hukum 

Islam (Zainuddin Ali 2016). Penelitian ini dapat membantu merumuskan 

kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan 

masyarakat Muslim di Indonesia. 

Selanjutnya, penting untuk meneliti dampak putusan pengadilan terkait 

harta gono-gini terhadap kesejahteraan mantan pasangan, khususnya 

perempuan dan anak-anak, dalam jangka panjang. Kajian empiris mengenai 
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aspek sosial dan ekonomi pasca perceraian dapat menjadi dasar bagi 

reformasi kebijakan hukum keluarga agar lebih berorientasi pada 

kesejahteraan pihak yang terdampak (Lembaga Kajian Islam dan Hukum 

Keluarga (LKIHK) 2020). Selain itu, penelitian tentang efektivitas hukum 

waris dalam KHI dalam menyelesaikan sengketa harta gono-gini di 

pengadilan agama akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana 

regulasi yang ada mampu mencerminkan prinsip keadilan substantif (KHI 

1991). Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan sistem hukum di 

Indonesia dapat semakin inklusif dan responsif dalam menangani pembagian 

harta gono-gini, sejalan dengan prinsip hukum positif, hukum Islam, dan 

norma adat. 
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